
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR : 6 TAHUN 1989 SERI D NOMOR : 4

T'ERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT TI PATI
NOMOR:2TAHUN1989

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KABUPATEN DAERAH
TINCKAT IT - PATI ,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati

Nomor 18 Tahun 1977 tentang Kedudukan Keuangan Ketua,

Wakil Ketua dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Daerah Tingkai II Pati yang disusun ber-

dasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5

, Tahun 1976 jo Surat Kawat Menteri Dalam Ne€eri

tanggal 15 April l9?? Nomor Pem. I 12133 sudah tidak

sesuai. lagi dengan Peraturan Perundang - undangan yang

berlaku :



.".'...

b. bahwa sesuai Cenga*:.{'raksud Pasal 28 ayat (1) UnGan'g -

o*ou,ig"N*o-r 5 Tatrun 'tqr+ tentang Pokok - pokok

p"tiintut'tn Ui naerat'' makb Kedudukan Keuangan Ketua'

wtk;i"ret;;td*''anggo*DPRDperludiaturdcngan
Peraturan Daffah;'

c. bahwa sehubungaq dengan'hal tersebut dan dengan lclah

riikeluarkannya Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor J

ahun 1980 tentang Pedonlan mengenai Kedudukan Ke-

o.*u"'-itt* w--xil Ketua dan Anggo-q DPRD se-

mgil'"'*t telah diubah dengan Fsraluran Menreri Dalam

N.d;;*;i rco-tnzran[gal t9 Septernbe-r 1e85' maka

k#;;;;';;ng"nuir"ouotifanKeuanganKotua'wakil
K";-oun ane"goo DPRi Kabupaten Dlerah Tingkat II

P;;il '"gffi 
ci'otun kembali-dengan Psraturan Daerah'

Mengingat : 1. Undang - undang Y*"1 5 talrun l9?4 tentang Pokok - pokok

- Pemerint'ahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pcmbentukan

pailt"- ouerurr-liabupaten daiam Liugkungan Propinsi Jawa

Tengah;

3. Feraturan Pemerintah Nomo 5 tahun 1975 rcntang

' Penguruiian' Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuanggan

Paeiatr 
"4.PeraturanMenteriDalamNqgeriNomo-r-3T,ahunl980

tentang Pedoman mengenai Kidudutan Keuangan Ketua'

Wakil Ketua dan enggot Dewan Perwakilan-Rakyat Daerah

t"G;il;; iJ"rt oi"utr' dengan Peraturan Menteri Dalam

G;; *;or 160 -rn'Z tansgal 19 September 1985'

Dengan Fersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II 'Pati.

MEMUTU S KAN

MENETAPKAN : PERATURANDAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT

u ilil dtnfic'- xnpupurAN KEUANGAN KErUA'

wAfli, iffiie JeN ANGGoTA DEwAN?ERwAKILAN

nerifri-peBnaTTTeguPeTENDAERAHTINGKATII
PATI.

e



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat

II Pati;

b. D.P.R.D ialah Dewan Perwakilan RakYat

Daerah Kabupaten Dacrah Tingkat II
Pati;

d. Uang Paket

c. Pemerinraha Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah

Tingkat tI Pati;

ialah yang dibayarkan kepada ang89?

DPRD untuk setiaP hari menghadiri

sidang - sidang DPRD Yang sYah'

yung diOalu*nya telah termasdkuang

riAung, uang angkutan sctemPat dan

uang makan ;

e: Uang Representasi 
AfJ.,il:'iltXh'"i3il :ffdilfi
Ketua DPRD berhubungan dengan

kedudukannYa;

f. uang kehormatan ;'*,iiljTffiJ"F#1*'if1lil5
bcrhubung dengan jabatanny sebagai

Ketua dan Wakil Ketua DPRD;

g.run jangan jabaranr,'"o;lililIi.,3sr,:?iTr,ff"b{ffi

Ketua, dan Wakil Ketua DPRD

karena jabatannYa;

h. runjangan Pimpinan -#il"''*r:";'ff T,rt$illffi1
meniuOuki iaUaran Pimpinan Komisi

dalam satu tahun sidang;

i. Tunjangan Fraksi adalah tunjangan.-bulanan tetap berupa

uang Yuog Aib"titan kePada Fraksi



sebagai lembaga DPRD;

j. Tunjangan Panida Anggaranadalah tunjangan bulanan tctap

berupa uang yang dibcrikan karcna

ffffi#a1 
tusas sebagai Panitia

k' runjangan Panitia "Til-*;X-t"l""l?;ff"irHffil
karena melaksanakan tugas sebagai

Panitia MusYawarah ;

l. TunjanganPanitiaKhustisadalah tunjangan tctap bcrupa uang

yang dibcrikan karena melaksanakan

ugas sebagai Panitia Khusus;

m. Tunjangan perjalanan dinas tctap. diberikan untuk 
_biaya

il?:lT"' *"ff11-*:?:"" ?:i:
' melakukan perjalanan dinas tetaP

menurut tugas kewilaYahannYa;

n. runjangan Mob'itas 
r#f"-f?"o|,T*$*"":?";::;
diberikan kepada Anggota Fraksi
dalam rangka menunjang kegiatan

o. uang perjaranan ;,"*Tifffff; ;:i::#ff:.T"f#-
H3/111!"fH;*m'a' 

dan uang

Pasal2

(l)Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan

Anggora DPRD ialah tanggal mereka mengangkat sumpah

atau msngucapkanjanji pada pelantikannya sebagai Ketua,
Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

(2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan

A4ggota DPRD ialah tanggal mereka menyatakan bcrhenti,
diberhentikan atau meninggal dunia.



BAB II
UANG PAKET

Pasal 3

(l) Uang paket bagi AnggotaDPRD ditetapkan sebesar Rp.
10.0m,00 (Sepuluh ribu rupiah) sehari.

(2) Uang paket dibayarkan kepada Anggota DPRD yang

menghadiri sidang DPRD, dengan ketentuan untuk sidang

satu hari satu malarn hanya dibayarkan satti kali.

Pasal 4

Kepada Ketua dan Wakil ketua DPRD tidak diberikan ueng

paket untuk sidang- sidang DPRD yang dipimpin atrau

dihadirinYa' 
Pasar 5

Sidang - sidang yang syah bagi Komisi, Panil.ia, dan lain
sebagainya yang dibentuk oleh DPRD, dipandang sebagai

sidang DPRD terhadapnya berlaku ketentuan - ketentuan
dimaksud pasal 3 ayat (l) dan (2) Peraturan Daerah ini.

BAB NI
. UANG KEHORMATAN

Pasal 6

(l)Uang kehormatan ditetapkan bagi :

a. Ketua DPRD sebanyak Rp. 200.000,00 (Duararus ribu
rupiah) setiap bulan ; '

b. Wakil Ketua DPRD sebanyak Rp.175.000,00 (Se,ratus

tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
(2) Selain ,jumlah yang ditetapkan pada ayat (l)huruf a dan

b pasal ini kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD

. diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya
menurut peraturanperundang - undangan y'dng-berlaku bagi
Pcgawai Negeri Sipil Pusat/Pegawai Negeri Sipil Daerah.



.. BAB IV

: ,. , UANG REPRESENTASI

Pasal 7

Uang Represeiitasi dircrapkan bagi ,l

a. Ketrri DPRD' sebosar Rp. 200.000'00(Dua ratus ribu

rupiah) setiap bulan;

b. 'Waltil Ketua DPRD sebcsarRp. 175.000,00 (Scratustujuh
putuh lima ribu rupiah) setiap bulan.

BAB V
TUNJANGAN LAIN. LAIN

(l)Tunjangan jabaun Fimpinan DPRD ditenpkan scbagai

berikut :

a. Ketua sebesarRp. 135.000,00 (Seratus tigapuluh lima
ribu rupiah) setiap bula! i . :r: *

b. ,Wakil Ke{ua sebesar Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh
, ribu.rupiah) setiap bulan.

(2) Tunjangan Finipinan Konrisi ditetapkan sebagai bcrikut :

a. Ketua sebesarRp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah)
s€tiap, brrlan ;

b.'Wak:il,I(etua'sebcsar Rp. 15.000,00 fl-ima bclas ribu
rupiah) sctiap bulan ;

c. Pelapor scbesar Rp.10.000,00 (Scpuluh ribu rupiah)
setiap bulan

Pasal. 9

Tunjangan Fraksi diberikan men,urut pertimbangan jumlah

anggota masing: masing Fraksi, dengan ketentuan untuk tiap
anggou Fraksi diperhitungan Rp. 10.000,00 (Scpuluh ribu
rupiah) setiap bu_lan:

Pasal l0
(l) Tunjangan Panitia Anggaran ditetapkarr scbagai bcrikut :

a. Ketua sebesar Rp. 10.000;00 (Scpuluh ribu rupiah)
sctiap bulan ;



b. Wakil Ketua sebesar Rp. 10'000,00(Sepuluh ribu rupiah)

setiaP bulan ; 
rh ribu rupiah)c. Anggota sebesar Rp. 10'000,00 (Sepulu

setiaP bulan .

(2) Tunjangan Fanitia

a. Ketua sebesar

bulan ;

Musyawarah ditetapkan sebagi berikut:

10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) seriap

b. Wakil Ketua sebesar RP' 10.000,00 (SePuluh ribu ruPiah)

setiaP bulan;

c. Anggota sebesar Rp. 10'000,00 (Sepuluh ribu rupiah)

SetiaP bulan.

(3) Tunjangan Panitia Khusus ditetapkan sebagai berikut :

a.KetuasebesarRp.10'000,00(Sepuluhriburupiah)setiap

r. $ffJff:"jr"u"rt Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

setiaPkali sidang;

c. Anggota sebesar Rp' 10'000,00 (Sepuluh ribu rupiah)

setiaP kali sidang;

(4),Dalam halKetua dan WakilKetua DPRD menjabatPimpinan
"'"o"uLpu Panitia Khusus sebagaimana diatur dalam ayat (3)

kepadanya hanya diberi satu tunjangan'

BAB VI

RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU AI'AT

PENGANGKUTAN DINAS LAINNYA

Pasal ll
(l)Untuk Ketua dan WakilKetua DPRD selama merekadalam

'" iJu* *tsebut dan bilamana keyls3n Daerah memungkinkan,J'|; 
disediakan sebuah rum1h jabatan dengan ketentuan

u.[*u pemeliharaan, pemakaian. air' penerangan 9n g1s

ditanggung of"n p"tttintah Daerah dan yangharus ditinegal-

r.""7ilr."ilalikan kepada Pemerintah Daerah t'anpa sesuatu

i"*uiiuun dari pihak'Pemerintah-Daerah pada waktu yang

bersangkutan Uittt"nti sebagai Ketua dan Wakil Ketua

DPRD.



(2)Unt$.K9tua,dan wakil KeruaDPRD yang menempati rumahsendiri diberikan.bontuan'biaya p.ro*u*n yang akan diaturoleh Bupati Kepala Daerah.'
(3) Untuk Ketua dan Wakil Ketup DPRD selama mereka dalam. jabaran rerssbut dan bilamana*"o*gu1;Daerahimemungkinkag

dapat disediakan sebuah moo' ata"u aia-t-p"ngangr.uran rain'untuk keperluan dinas serta pengemudinya dengun' f"r.nruun
Iuyu pemakaian brsebut AiLnggung- ofen pemerinrah
Daerah dan yang harus dikembafi[in Oilu* keadaan wajartanpa sesuatu kewajiban dari pihak pemerintah D"; ;;;yatru rygg bersangkutan berienri sebagai Kerua dan WakilKetua DPRD.

BAB VII
UANG JALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PER-

JALANAN DINAS

(l) u.ans periatam m';dlnllo* ***rdakan peninjauan, oleh Anggora D'RD, ditentukan iiue*i berikut :a. Untuk perjalanan/peninjauan dalam Wilayah KabupatenDaerah tingkat Ii pati ,"u.r* np. ro.Uil,oo firJ.irtribu rupiah);
b. Umuk perjalanan/peninjauan keluar Wilayah Kabuparon

?.*r.ah fingkat u pari ddam *iluyur, p.pi"rJ ijl.ii,Tingkat I Jawa Tengah sebesar np. lj.om,o0 (Lima belasribu rupiah) ;

c: 
lntur, ryfalryn_lryninjauan ketuar witayah propinsi
Daerah filSkal I ,Jay1 Tengat seGs* Rp. 20.000,00
@ua puluh ribu rupiah).

(2)BaSi Anggora Yang"berasal dari luar Wilayah KecamauqFari, diberikan ,ury:"g* p*#; **0, Transporas!
sebesar Rp. 2o000Ji0 fp* prii[Jto ropiur,l seriap butan.



y:q menunjans,"blih*P;;:,j;"" Anggota Fraksi DpRD,
dibcrikan biaya masing - masing Anggota ,"-n *, Rp. 25.000,00
(Dua puluh lima ribu rupiah) dan-dibayarkan setiap bulan.

Pasal 14

Untuk rnenunjang keg;ala; iii.i,i<ui /, rn'rrsr'uka' kcmbaii
permasalahan yang timbul di Wilayah _ wilayah di Kabupaten
Dacrah Tingkat II pati 

lecaraperorangan, sepanjang t"uungan
laerah memungkinkan,.kepada para 

-Anggota -DFRp 
Aaiat

9r^r.^d^,Sq biaya perjalanan retap d"ngan p-.it itongun Uiaya r{p.
10.000,00 (Seputuh ribu rupiah) setrli.'

BAB VIII
UANG PENGGANTI BIAYA BEROBAT

pasal 15

(l)Kepada, Kerua, Wakil Ketua.dan Anggora DpRD yang
menderira sakir diberikan .penggantian biaya pe**uai
pemondokan termasuk biaya pemeriksaan dan perawatan
dokter.

(2)'Kepada Kerua, Wakil Ketua dan Anggota DpRD, selain
perggadtian. biaya pengobatan, diberiiin U;aya kesqharan
sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah) setiap buian.

BAB IX
TTINJANGAN KEMATIAN

(l) Apabita Ketua dan *fiit;:r"" DrRD rneninggal dunia"

I"t{" ahli warisnya diberikan ruhjangan kematiiisebanyakI (Satu)'bulan uang kehormatan Ueriitr dan apabila yang
bersangkutan meninggal dunia didalam dan atau ,en-
jalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2
(dua) bulan uang kehormaran beisih.

(2jApabilaiAnggou DPRD meninggal duina baik didalam
maupun diluar tugas, kepada ahli warisnya diberikan



tunjangan kematian sebanyak 213 (Dua per tiga) dari

tunjangan kematian yangberlakubagi Wakil Ketua tersebut

ayat (l)
Pasal l7

Pengangkutan jenazah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD
yang meninggal dunia tempat meninggalnya ketempat kedudukan

dan atau kerempat pemakarnan ditanggung oleh Pemerintah

Daerah.

BAB X
TANDA PENGHARCAAN

Pasal 18

$) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD pada akhir
masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan

hormat dari jabatannya atau meninggal duniadiberikan uang

tanda penghargaitn yaitu :

a. Bagi Ketua dan Wakil Ketua DPRD, untuk 6 (enam)

bulan memangku Jabatan sejumlah I (sqtu) kali uang

kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam)

kali uang kehonnatan bersih ;

b. Bagi Anggota DPRD, untuk 6 (enam) bulan memangku
jabatan sejumlah I (satu) kali 213 uang kehoramatan

bersih Wakil Ketua dengan sebanyak - banyaknya 6

(2) Masa rpemangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan

dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh.

(3) Dalam halKetua, Wakil Ketua dan anggota DPRD meninggal

dunia, uang tanda penghargaan torsebut ayat (l) diberikan
kepada ahli warisnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

(l) Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diaturlebih lanjut

oleh Bupati Kepala Daerah.

rq



(2) Pada saat bcrlakunya pcraturan Daerah ini, maka pcraturan
Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat llpari Nomor lgTahun
1977 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Kcrua dan
Anggota DPRD, dan semua ketcntuan peraturan yang
berlentangan dengan pcraturan Daerah ini, dinyatakun iiCu[
bcrlaku lagi,

Pasal 20

Peral.uran Daeph ini mulai berlaku pada ranggal diundangkan.
Agar setiap a orang dapat mengelahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penemparannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat il parl.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II PATI
KETUA

rrd.

MOCH. CHOLIL.

Pati, 2l Januari 1990

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PATI,

il.d.

SAOEDJI.

- DISAHKAN
Dengan Kepuusan Gubernur*'o''i"f;'t,[ff*, r

Tanggat 19 Mei 1989 No. lgg.3/130/19g9
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT

JAWA TENGAH
Kepala Biro Hirkum

rrd.

SARDJITO. SH

-

NrP. 500 034 373,.

ll

,I
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t

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNu[ffi-iA DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH
NOMOR: 188.3/130/1989

TENTANG :

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II PATI NOMOR 2 TAHUN 1989 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca a. Surat Bupati Kepala'Daerah Tingkat II Pari

tanggal,: 6Februari 1989 nornor 188.3/530 perihal
permohonan pengesahan Peraturan Daerah I

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II pati Nomor
2 Tahun 1989 tentang Kedudukan Kerrangan Kerua, Wakil
Ketua dan Anggota Dewan Perwakitan Rakyat Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Pati.

bahwa tidak ada keberahn untuk mengesahkan peraturan Daerah
yang dimaksud I

l. Pasal 40'ayat(4) dan (5) se{a pasal 28 ayat (4)

Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974;
Undang - undang Nomor l0 rahun 1950;

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

2.

3; Pasal 18 ayat'(Z) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
3 Tahun 1980 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
160 - 1322 tanggal 19 Seprembcr 1985.

MEMUTUSKAN :
Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pati Nomor 2 Tahun 1989 rentangKedudutan Keuangan-Ketua,
Wakil Ketua dan Anggota Dewan pewakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II pati, dengan perubahan se_
bagaiman terlampir.

t3



Ei.fery*an di : Semarang.

Sd4 :lsrg8$l : ' : 19 Mei 1989,.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAER,AH
TINGKAT I

JAWA TENGAH
Bidang I,

nd

Drs. SOENARTEDJO

SALINAN : Keputusan, ini disampaikan kepa{4 Yth. :

l. Mentcri Dalam Negeri di Jakarta ;' 2. Dirjcn. PUOD pada Departemen Datam Negeri di Jakaru, dcngan diserui
I (satu) lembar P-eraturan Daerah. , l

3. BuEati Kepala Daerah Tingkat II Pati di Pati ;

4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pati di pati;
, 5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Pati di Pati; )

6. Kepala Biro Hukum pada Sekretiriat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa

Tengah.
-7.

Sesuai dengan aslinya.
Kepala Bifo, I{ii{rurn,

$d.

SARDJTTO. SH.
NrP. 500034373.

1*



LAIRIB$N: Keputusan
Tingkat I
Tanggal
Nomor

t

Gubcrnur Kepala Daeral*
Jawa Tengah.
: 19 Mei 1989

: 188.3 / 1.30 / 1989.

PERUBAHA}.I ATAS PF,RATURAN DAER.AH KABUPATEN DAERAH

TINCKAT II PATI NOMOR 2 TAHUN 1989 TENTANC KEDUDUKAN

KEUANGAT.{ KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PER-

WAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINCKAT II

Dasar hukum angka 2 diubah dan dibaca sebagai berikut:
"2. Undang - undang Nomor i3 Tahun 1950 tentang .Pembentukdn Daerah -

daerah Kabupaien dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;"

. DiUmbahkan satu dasar hukum lagi, yaitu angka 3 baru dan berburryi scbagai

berikut :

"3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,

Pertanggung - jawaban dan Pengawasan Keuangan Dacrah ;"

3. Dasar Hukum angka "3" lama diubah menjadi angka "4" baru.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Bidang I,

Sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO.

ttd.

SARDJITO, SH.

NrP- 500034373.

t5


